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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDOMESIS
§0, s 182 maryy 1966.-

tentang

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
ORGANISAST KOMANDO TOGISTIK NASTONAL «~

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

2 1. bahwa berhubung dengan terbentulinjo Kabinet AMPERA, per-
lu mengubah dan menjempurnakan Surat Keputusan Presiden
No. 87 tahun 1966 tenteng Fungsi, Tugas/kedudukan dan
Organisasi Komando Logistik Nasional j

2. bahva kegiatan Badon-baden/lembaga-~lembaga Pemerintah
maupun'Swasta jang bergerak dalam bidang pengusahaan,
pembeajaan, pengangkutan, penjimpanan dan penjaluran
bahan~bzhan pokok kebutuhan hidup sehari-hari peflu lew-
bih dikoordinasikan, disynchronisasikan dan diintegrasi-
kan sehingga lebih terarah, sesual dengan DWI DHARMA dan
TJATUR KARYA Kebinet AMPERA.

: 1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesiz No. 163 ta=-
hun 1966 ;

2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 tahun
1966,

Memperhatikan : Pertimbangan Presidium Kabinet AMPERA.

MEMUTUSKAN ¢

Mengubah, menambah den menjempurnskan Surat Keputusan Pre-
siden Republik Indonesia No, 87 tahun 1966 tentang keduduk-
an, Tugas Pokok, Fungsi dan Orgenisasi Komando Logistik HNa-

sional menurut ketentuan sebagal herikut
BA Bow T
KOLOGNAS

Pagal 1

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
(1) KOLOGNAS adalsh suzbu badan pelaksana chusus Pemerintah,
berkedudukan dibawan Presidium Kabinet ANPERA,
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(2) KOLOGNAS mempunjal tugas pokok melakukan Pengendalian Opera-
sionil atas kegiatan dari Baden‘baden/Lembaga-lembags Peme-
rintah maupun Swasta jang bergerak dalam bidang, atau lapa-
ngan tugasnja berhubungan erat dengan masalah 3

- pengusahaan ;

- pembiajaan ;

- pengangkutan j
- penjimpanan dan
- menjaluran

semuz behan pokok kebutuhan hidup sehari~-hari jang diawasi.

Pazal 2

FUNGS T

Sebagai suatu Komando, KOLOGNAS mempunjai fungsi-fungsi :

~ perentjanaan ;

-~ koordinasi dan

- pengawasan
terhadap semua kegiatan operasionil daril Badan~badan/Lenbaga-
lembaga jang bergersk dalam bidang pengusahaan, pembiajaan,
pengangkutan, penjimpsnen dan penjaluran bahan-bszhan pokok ke-
butuhan hidup sehari-hari, sebagaimana dimeksud dalam pasal 1
ajat (2) keputusan ini, ' i

Pasal .
BIDANG TUGAS DAN PELAKSAWAANNJIA

KOLOGNAS bertugas melaksanakan kebidjaksanaan umum politik
perekonomian Pemerintah, chususnja Jang menjangkut masalah pe-
njediaan dan penjaluran bahan-bahan pokok kebutvhen hidup se- ¥
hari-hari, dengan djalan 3 ; i

; - mernentukan program pelaksanaan j
] -~ menimpin pelaksanaan dalam arti mengkoordinazsikan, meng-
syrichronisasikan dan mengintegrasikan, serta
- mengawasl hasil pelaksanaan j

tugas-tugas dan kewadjiban Badan-badan/Lembaga-lembaga Pemerin-
tah maupun Swasta jeng bergerak dalam bidang tersebut diatas.

Pasal L, sess0se 'a
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Pasal L
ORGANISASI

(1) Organisasi KOLOGNAS terdiri dari unsur-unsur :
1e¢71s Pimpinan j
1.2. B t a £ ;
1.3+ Pelaksansa.

(2) KOLOGNAS dipimpin oleh seorang Panglima dan seorang Kepala

Staf.
" (32

Kepala Staf, membantu Pimpinan dalam melaksanakan keglatan
KOLOGNAS sehari-hari dengan dibantu oleh para Assisten masing-
mesing dalam bidangnja menjelenggarakan urusan 3

-~ perentjanaan pengusahaan ;
- pembiajsan

- angkutan ;

- penjaluran dan penjimpanan j
- pengawasan dan

- Sekretariat.

(4) a. Bedan-badan tehnis seperti Djawatan-djawatan, Perusahaan-
perusahaan Negara, Kooperasi dan Perusahaan-perusshaan
Swasta, jang bergerak dalam bidang dan lapangan usahanja
. bezrhubmlgé.n erat dengan masalah penjediaan, penjaluran
bahan—béhan pokok kebutuhan hidup sehari-hari setjara tek-
tis opérasionil werupakan unsur pelakssna umun dari KOLOG-
NAS 5

be Djika disnggap perlu, dengan senantiasa memperhatiken prin-
sip~prinsip ekogomi, Panglima KOLOGHAS dapat menbentuk sa-
taan-satvan tugas (Task Forces) jang merupakan unsur pelak-

sana chusus,

(5)_ﬁhtuk lebih memperlantjar sekalian pelaksanaan operasi, Pine
/ pinan KOLOGWAS dibantu oleh sebueh BADAN MUSJAWARAH PINMPINAN
 jang terdiri dari Menteri-menteri Utama, atau pedjebat lain

jang menurut pertimbangan Presidium bidang tugasnja mempunjai
hubungan erat dengan pembinaan Logistik Hasional.

Pasal 50 seevcsons
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Pasal

SUSUNAN DAN TANGGUNG DJAWAR

(1) Ketvua Presidium karena djabatannja mendjadi Panglima KOLOGNAS
dan bertengguny djawab kepada Presiden.

(2) Kepala Staf KOLOGIAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
atas usul Panglima KOLOGNAS dan bertenggung djawab kepada Pang-

T

g lima KOLOGIAS. ;

(3) Anggota-anggota Staf dan petugas KOLOGHAS dianglket, diberhen- -

tiken dan bertanggung djawab kepada Panglime KOLOGNAS. I A“
Pasal 6

PEMBIAJAAN

S

Semua pembizjaan KOLOGHAS dibebankan kepada Anggaran Pemerin-
tehan Tertinggi.

BAB =11

KOMANDO IOGISTIK DARRAH
Pasal

(1) Ditiap-tiap Daerah Tingkat I dibentult Komando Logistik Daerah
selandjutnja disingkat KOLOGDA, berkedudukan dibawah Gubernur
Kepala Daerah,

(2) KOLOGDA adaleh suatu Komando Pelaksena Logistik di Daerah Jang
pada dasarnja melakukan kegiatannja berdasar kebidjaksanaan
KOLOGNAS. '

(3) Dalem menghadapli persoalan-persoalan chusus, KOLOGDA dapat
mengambil kebidjaksanaan lain dengan ketentuan agar segera
dilaporkannja kepada KOLOGNAS.

(&%) Susunan organisasi KOLOGDA disesuaikan dengan susunsn organi-
sasi KOLOGNAS,

(5) Gubernur Kepala Daerah karena djsbstannja mendjadi Komandan
KOLOGDA, ketjuali Panglima KOLOGNAS menentukan lain,

(6) Semua pembiszjaan KOLOGDA dibebankan kepadafﬂnggaran Pemerin-
" tah Daerah.
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal=hal lain jang belum diatur dalam keputusan ini djika
dianggap perlu dapat ditentukan kemudian oleh Panglima KOLOGNAS
berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO
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